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Abstrak
 

Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara

hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang

menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012). Dalam Lembaga

Konsinyasi, terdapat dua aspek yang menjadi syarat sah keabsahannya, yakni penawaran pembayaran dan

penitipan atau penyimpanan di pengadilan. Pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,

Lembaga Konsinyasi tidak hanya digunakan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak menolak

bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Ketentuan-ketentuan inilah yang digunakan sebagai dasar

permohonan penitipan ganti kerugian oleh Pemohon dalam Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PN.Tjg dan

Penetepan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Kag.

<br>

Consignment Institution is a legal institution provided by law as a way to terminate an agreement through an

act of offering cash payment followed by safekeeping. The legal basis of this institution is regulated on

Article 1381 and Article 1404 until Article 1412 of the Civil Code. Consignment institution is also

applicable on land acquisition matters based on public interest according to the Law Number 2 of 2012

regarding Land Procurement for Development in the Public Interest (Law No. 2 of 2012). In the

Consignment Institute, there are two aspects that become legal requirements, which consist of the offer of

payment and safekeeping in court. On the matters of land procurement in the public interest, the

Consignment Institutions does not only applicable on providing compensation itself. These provisions are

used as a basis for the application on safekeeping of the damages by the Applicant on Court Decision No.

01/Pdt.P/2012 PN.Tjg and Court Decision No. 19/Pdt.P/2016/PN.Kag.
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